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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Batam dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 disusun
sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah di
perjanjikan antara Kepala Badan dan Walikota Batam Tahun 2019.
Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun yang
sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini merupakan kesepakatan bersama untuk
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh
seluruh jajaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Batam.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat
konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau
penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah di tahun mendatang.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Batam, Januari 2020

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu sebagai pedoman penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Kepala Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah selaku unsur
pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sub
sistern dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi

aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Batam, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi juga memperhatikan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan

Kabupaten /Kota, Provinsi dan Nasional.
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1.2

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Batam diwajibkan untuk menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2019
vang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian
kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan

sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

DASAR HUKUM
Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan

Capaian Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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1.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-
2014;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun
2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah;
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Secara Nasional,;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Daerah.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang kemudian diatur
dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Peraturan
Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Badan daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai
tugas membantu Walikota dalam melaksnakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pajak dan
retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan Walikota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
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Dalam pelaksanaan tugas pokok, Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, penetapan
dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan,
penagihan dan keberatan serta bidang pengembangan evaluasi
dan sistem informasi,

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang
pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan keberatan serta
bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan, penetapan
dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan,
penagihan dan keberatan serta bidang pengembangan evaluasi
dan sistem informasi; dan

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

Badan.

1.4. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Batam terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak

2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan
3. Sub Bidang Validasi dan Pelaporan
d. Bidang Pembukuan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembukuan Pajak dan Retribusi
2. Sub Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB
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3. Sub Bidang Penyelesaian Piutang

Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

2. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan

3. Sub Bidang Pertimbangan dan Keberatan

Bidang Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi, terdiri
dari :

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi

2. Sub Bidang Evaluasi Pajak dan Retribusi

3. Sub Bidang Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 1.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH (TIPE A)

Sumber : Data primer Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Batam (Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah)
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